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<b>ABSTRAK</b><br>

Saat ini terdapat berbagai badan, lembaga atau otoritas tertentu yang menjalankan fungsi dan peran
Pemerintah, diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan ketenagakerjaannya sendiri. Salah satunya
adalah Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan Pasal 78 undang-undang dimaksud, Pimpinan LPS
yakni Dewan Komisioner LPS berwenang menetapkan sistem kepegawaian LPS. Secara garis besar jenis
status pegawai di Indonesia adalah pegawai negeri sipil yang tunduk pada undang-undang aparatur sipil
negara dan pegawai swasta yang tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan. Pegawai LPS bukan
merupakan pegawai negeri sipil karenatidak memenuhi kriteria, namun tidak pula harus tunduk kepada
undang-undang ketenagakerjaan. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif
dengan maksud untuk menguji hipotesa bahwa apakah sistem kepegawaian L PS sudah memenuhi aspek
hukum ketenagakerjaan, Tesisini menggunakan data yang bersifat sekunder dari bahan hukum yang
sifatnya primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa sistem kepegawaian LPS
secara mayoritas telah sesuali dengan kaidah hukum ketenagakerjaan, namun ada beberapa hal yang masih
kurang selaras. Adapun penyebab ketidaksesuaian antaralain, yaitu: perbedaan perseps atas kewenangan
yang dimiliki, rendahnya peran pengawas, dan pemahaman hukum ketenagakerjaan.<hr />
<b>ABSTRACT</b><br>

Currently there are certain bodies, institutions or authorities that perform the functions and roles of the
Government, are authorized to regulate their own employment policies. One of them is the Deposit
Insurance Agency established under Act Number 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance
Corporation. In accordance with Article 78 of the Act, LPS Leadership Board of Commissionersof LPSis
authorized to establish LPS staffing system. Broadly speaking the type of employee statusin Indonesiaisa
civil servant who is subject to the State Civilian Apparatus Act and private employees subject to the
Employment Act. LPS employees are not civil servants because they do not meet the criteria, but they are
not subject to the labor law. This thesis uses descriptive normative research method with the intention to test
the hypothesis that whether LPS staffing system has fulfilled labor law aspect, this thesis uses secondary
data from legal material which is primary, secondary and tertiary. Based on the results of the study it was
found that the L PS staffing system by majority has been in accordance with labor law, but there are some
things that are still less aligned. The causes of nonconformities are differences in perceptions of authority
possessed, low role of supervisor and understanding of labor law
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